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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan dengan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dan tidak mendapat imbalan 

secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara (UU No 28 tahun 2007). Pajak 

memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya dalam 

pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara terbesar yang 

digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaraann untuk 

pembangunan(Vidyanna dan Bella, 2017). Pajak merupakan sumber penerimaan yang paling 

potensial dan menempati persentase tertinggi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 

(APBN) yakni sebesar 84,5 % atau 1.489,3 triliun rupiah dari total pendapatan negara 1.761,6 

triliun rupiah dalam APBN 2015. penerimaan tersebut antara lain digunakan untuk 

meningkatkan kesejateraan rakyat, pendidikan dan membangun infrastruktur untuk mendorong 

pertumbuhan ekonomi mendukung ketahanan dan keamanan serta untuk pembangunan di 

derah (APBN, 2015). 

Pemerintah tentunya menginginkan penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan 

tiap tahunnya. Namun ada fenomena perbedaan kepentingan antara wajib pajak dengan 

pemerintah sehingga mengindikasikan adanya aktivitas penghindaran pajak (tax avoidance) 

yang cukup besar, dengan rata-rata rasio pajak yang belum mencapai target sehingga 

penerimaan pajak negara Indonesia masih belum optimal (Vidyanna dan Bella, 2017). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan Diantari and Ulupui (2016) mengatakan bahwa terdapat 

perbedaan kepentingan antara fiskus dan perusahaan, berdasarkan teori keagenan hal ini akan 
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menimbulkan ketidak patuhan yang dilakukan oleh wajib pajak badan atau perusahaan yang 

akan berdampak pada dilakukannya Tax avoidance. 

Jacob (2014) mendefenisikan tax avoidance sebagai suatu tindakan melakukan 

pengurangan atau meminimalkan kewajiban pajak secara hati-hati dan mengatur sedemikian 

rupa untuk mengambil keuntungan dari celah-celah dalam ketentuan pajak. Hutagaol (2007) 

juga mendefenisikan Tax avoidance sebagai suatu usaha wajib pajak untuk melakukan 

penghindaran pajak secara sah namun tidak melanggar peraturan perpajakan dengan berupaya 

mengecilkan jumlah pajak terutangnya dengan cara mencari kelemahan peraturan perpajakan 

yang telah ada. Meskipun strategi penghindaran pajak (tax avoidance) bersifat legal, namun 

strategi yang diterapkan perusahaan ini akan tetap merugikan negara (Masri dan Martani, 

2012). Praktek tax avoidance menjadi suatu dilema bagi pemerintah karena wajib pajak 

melakukan pengurangan terhadap jumlah pajak yang harus dibayar dan hal tersebut juga tidak 

bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena tax avoidance lebih 

mengarah kepada pemanfaatan terhadap celah-celah dalam undang-udang perpajakan.  

Menurut Budiman (2012), CETR merupakan perbandingan antara kas yang dikeluarkan 

untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Semakin tinggi tingkat persentase CETR yaitu 

mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% maka akan mengindikasikan bahwa 

semakin rendah tingkat tax avoidance perusahaan (Andeswari, 2018). Perusahaan dengan ETR 

yang lebih rendah dari 25% dianggap melakukan praktik Tax Avoidance. Berikut beberapa 

tarif  ETR dan CETR perusahaan di Indonesia yang kurang dari 25% : 
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Tabel 1.2 

Dafatar ETR dan CETR Perusahaan 2012 

Sumber : Diolah dari Laporan Keuangan   

Dugaan Kasus penghindaran pajak dengan skema transfer pricing melalui biaya iklan 

pernah ditujukan kepada perusahaan global PT Coca-Cola Indonesia (CCI) , PT CCI diduga 

mengakali pajak sehingga menimbulkan kekurangan pembayaran pajak senilai Rp 49,24 

miliar. Kasus ini terjadi untuk tahun pajak 2002, 2003, 2004,dan 2006. Hasil penelusuran DJP 

kementrian keuangan menemukan ada pembengkakan biaya yang besar pada tahun tersebut. 

Beban biaya yang besar menyebabkan penghasilan kena pajak berkurang, sehingga setoran 

pajaknya pun mengecil. Beban biaya itu antara lain adalah untuk iklan dari rentang tahun 2002-

2006 dengan total sebesar Rp 566,84 miliar. Akibatnya ada penurunan penghasilan kena pajak. 

Menurut DJP total penghasilan kena pajak CCI pada periode itu adalah Rp 603,48 miliar, 

Sedangkan perhitungan CCI penghasilan kena pajak hanyalah Rp 492,59 miliar. Dengan selisih 

itu DJP menghitung kekurangan pajak penghasilan (PPh) CCI Rp 49,24 miliar. Bagi DJP beban 

biaya ini sangat merugikan dan mengarah pada praktik transfer pricing demi meminimalisir 

pajak (Sari, 2018). 

Tedapat beberapa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tax avoidance, yaitu 

profitabilitas menurut penelitian (Dewinta dan Setiawan, 2016; Kim dan Im, 2017) , Leverage 

berdasarkan penelitian (Ayu Praditasari dan Setiawan, 2017) dan ukuran perusahaan menurut 

No Nama Perusahaan ETR % CETR % 

1 Pelayaran Tempura Emas 

Tbk 

14,7 10,4 

2 Nusantara Infrastructure 

Tbk 

10,7 7,6 

3 PT. Pelayaran Nelly Dwi 

Putri Tbk 

6,9 3,2 

4 Citra Marga 21,7 16,5 

5 Adi Sarana Armada Tbk 13,5 23,6 
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penelitian (Asri dan Suardana, 2016; Kim dan Im, 2017). Menurut Kasmir (2010), Profitabilitas 

adalah gambaran rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari uang dan 

keberhasilan manajemen dalam menghasilkan laba secara keseluruhan dan dapat menunjukan 

kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba pada periode tertentu berdasarkan 

penjualan, aset dan ekuitas. Menurut Febriati (2017), perusahaan yang memiliki laba yang 

tinggi tentu saja akan membuat pajak yang dibayarkan semakin tinggi pula, hal tersebut yang 

mendorong perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Konsep agensi teori 

menurut Anthony dan Govindarajan dalam Siagian (2011), adalah hubungan atau kontrak 

antara principal (pemilik perusahaan) dengan agent. Principal memperkerjakan agent untuk 

melakukan tugas untuk kepentingan principal, termasuk pemberian otorisasi pengambilan 

keputusan dari principal kepada agent dengan tujuan agara pemilik perusahaan memperoleh 

keuntungan semaksimal mungkin dengan biaya seefisien mungkin dengan telah dikelolanya 

perusahaan oleh tenaga-tenaga profesional. Ketika laba perusahaan meningkat atau besar maka 

jumlah pajak penghasilan yang dikenakan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba 

perusahaan, sehingga terjadi kecenderungan untuk melakukan tax avoidance oleh perusahaan 

akan meningkat (Dewinta dan Setiawan, 2016). 

Surbakti (2012) menemukan bahwa terdapat hubungan positif antara tingkat profitabilitas 

dengan tax avoidance penelitian lain yang dilakukan oleh Asri dan Suardana (2016), 

Oktamawati (2019), Febriati (2017) juga menunjukan bahwa profitabilitas berpengaruh 

terhadap tax avoidance. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ardianti (2019), 

Anouar dan Houria (2017) dan Permata, Nurlaela, dan Wahyuningsih (2018) menyatakan 

bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap tax avoidance. Pendapat ini didukung oleh 

penelitian yang dilakukan oleh Susilowati, Dewi, dan Wijayanti (2020) yang menyatakan 

bahwa perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi berarti perusahaan dapat memanfaatkan 

asetnya secara efektif dan efisien sehingga perusahaan mampu membayar beban pajak yang 
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ditangguhkan, sehingga dapat disimpulkan bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas 

yang tinggi lebih memilih membayar beban pajak dari pada melakukan tax avoidance 

(Susilowati, Dewi, dan Wijayanti, 2020). 

 Menurut Vidyanna dan Bella (2017) leverage (struktur utang) merupakan rasio yang 

menunjukan besarnya utang yang dimiliki oleh perusahaan untuk membiayai aktivitas 

operasinya. Rasio leverage menggambarkan sumber dana operasi yang digunakan oleh 

perusahaan. Perusahaan menggunakan leverage agar keuntungan yang diperoleh lebih besar 

dari biaya aset dan sumber dananya, sehingga dapat meningkatkan keuntungan pemegang 

saham (Febriati, 2017). Penambahan jumlah utang akan mengakibatkan munculnya beban 

bunga yang harus dibayar perusahaan. Komponen beban bunga akan mengurangi laba sebelum 

kena pajak perusahaan sehingga beban pajak yang harus dibayar perusahaan jadi berkurang 

(Surbakti, 2012) .  

Leverage diukur dengan persentase dari total hutang terhadap ekuitas perusahaan pada 

suatu periode yang disenbut Debt to equty Ratio (DER). DER mencerminkan kemampuan 

perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajibannya yang ditunjukkan oleh beberapa bagian 

modal sendiri yang digunakan untuk membayar utang. Selain itu DER juga dapat memberikan 

gambaran mengenai struktur modal yang dimiliki perusahaan. Jika ratio ini besar, maka dapat 

dijelaskan bahwa struktur modal yang paling besar berasal dari komposisi hutang. Pada 

peraturan perpajakan Pasal 6 ayat 1 UU nomor 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman 

merupakan biaya yang dapat dikurangkan (deductible expense) terhadap penghasilan kena 

pajak. Beban bunga yang bersifat deductible ini akan mengurangi laba kena pajak perusahaan 

sehingga jumalah pajak yang harus dibayar perusahaan juga berkurang (Ridho, 2016). 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Andy (2018) menyatakan bahwa Debt to Equity 

Ratio (DER) tidak memiliki pengaruh terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), hal ini 

bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Setiani (2016) yang menyatakan 
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bahwa DER berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance), 

penelitian yang dilakukan oleh Calvin (2015) juga menyatakan bahwa leverage berpengaruh 

positif dengan Tax Avoidance yang diukur menggunakan effective Tax Rate. 

Menurut Surbakti (2012) ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat 

mengelompokan perusahaan dari skala besar ke kecil berdasarkan total aktiva , nilai saham, 

dan lain sebagainya. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang cukup besar menandakan 

bahwa perusahaan tersebut telah menacapai tahap kedewasaan dan pada tahap ini arus kas 

perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang 

relatif lama dan juga mencerminkan bahwa perusahaan relatif stabil dan lebih mampu 

menghasilkan laba dibandingkan perusahaan dengan total aset yang kecil. Berdasarkan 

penelitian yang dilakukan oleh Surbakti (2012), ukuran perusahaan berpengaruh positif 

terhadap tingkat penghindaran pajak di suatu perusahaan. Artinya, semakin besar ukuran 

perusahaan maka semakin mampu perusahaan tersebut dalam mengatur perpajakan dengan 

melakukan tax avoidance. Penelitian yang sama dilakukan oleh Siregar dan Widyawati (2016) 

juga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif pada penghindaran pajak, 

namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Jati (2014) yang menyatakan 

bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh pada tax avoidance karena perusahaan besar akan 

mendapat perhatian lebih dari pemerintah sehingga menarik perhatian fiskus untuk dikenakan 

pajak sesuai dengan aturan pajak yang berlaku.  

Karena adanya ketidak konsistenan dalam beberapa penelitian terdahulu maka penelitian 

sekarang ini mencoba untuk meneliti kembali pengaruh profitabilitas, Leverage dan ukuran 

perusahaan terhadap tax avoidance. Indikator yang digunakan untuk mengukur tax avoidance 

adalah Tax Avoidance Rate (TAR) yang dikembangkan oleh Putri dan Tanno (2015), TAR 

memberikan hasil yang lebih akurat dalam mengukur Tax Avoidance. TAR diperoleh dengan 
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cara mengurangkan tarif pajak yang berlaku denggan affective Tax Rate (ETR). Perusahaan 

dengan ETR yang lebih rendah dari 25% dianggap melakukan praktik Tax Avoidance.  

Pada penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Puspitasari (2017), dengan judul 

pengaruh leverage, kepemilikan institusional, dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance 

diberikan saran untuk menggunakan perusahaan lain selain perusahaan manufaktur, misalnya 

perusahaan jasa, telekomunikasi dan sebagainya atau perusahaan lain disemua sektor 

perusahaan yang ada di BEI tidak terbatas hanya pada sektor manufaktur saja. Oleh sebab itu 

penelitian kali ini memilih menggunakan sektor perusahaan Transportasi dan Consumer Goods 

yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018 sebagai objek penelitian.  

Alasan dipilihnya sektor ini karena pada tahun 2015 sektor transportasi memberikan 

konstribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) sebesar 5,02% dan terus mengalami 

peningkatan pada tahun 2016 sebesar 5,20% dan 2017 sebesar 5,41% (Maulana, 2018). PDB 

dapat diperbandingan dengan jumalah penerimaan pajak menggunakan tax ratio yang 

digunakan untuk menilai tingkat kepatuhan pembayaran pajak , dimana semakin tinggi tax 

ratio maka semakin patuh wajib pajak dalam membayarkan pajaknya (Setiabudi, 2010). Selain 

itu, menurut Sari (2018) sejak krisis global yang terjadi pada tahun 2008 hanya sektor industri 

barang konsumsi yang dapat bertahan , permintaan pada sektor tersebut tetap tinggi dan 

umumnya perusahaan pada sektor industri barang konsumsi (consumer goods) yang yang 

terdaftar di BEI merupakan perusahaan-perusahaan besar.Apabila perusahaan-perusahaan pada 

sektor transportasi dan consumer goods ini melakukan aktivitas tax avoidance tentu akan 

memberi dampak pada penerimaan Negara dari sektor pajak. 
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1.1 Rumusan masalah 

Upaya untuk memaksimalkan penerimaan pajak akan selalu diupayakan oleh pemerintah, 

berbagai cara telah dilakukankan untuk meningkatkan penerimaan pajak termasuk dengan 

mengeluarkan beberapa kebijakan agar perusahaan sebagai wajib pajak badan patuh dalam 

membayar pajak. Namun dalam praktiknya tentu tidak mudah, karena pemerintah dan 

perusahaan memilik kepentingan yang berbeda jika bagi pemerintah, pajak adalan sumber 

penghasilan negara. Maka pada perusahaan pajak merupakan beban yang akan menguraangi 

jumlah laba bersih yang diterima perusahaan, sehingga perusahaan akan berusaha untuk bisa 

membayar pajak serendah mungkin agar laba yang diperolehnya optimal untuk menunjang 

keberlangsungan usaha. Oleh sebab itu perusahaan melakukan berbagai macam cara salah 

satunya dengan melakukan penghindaran pajak (tax avoidance). 

Dari uraian diatas ,rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai 

berikut : 

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan? 

2. Apakah Leverage berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ? 

3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak perusahaan ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini untuk menguji secara empiris pengaruh variabel penelitian 

terhadap penghindaran pajak pada suatu perusahaan sebagai berikut:  

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak 

perusahaan.  

2. Untuk menguji secara empiris pengaruh Leverage terhadap penghindaran pajak 

perusahaan.  
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3. Untuk menguji secara empiris pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran 

pajak perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

Penelitian yang dilakukan sekarang ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh 

profitabilitas, Leverage dan terhadap tax avoidance, serta menambah pengetahuan di 

bidang akuntansi perpajakan, khususnya mengenai faktor yang dapat mempengaruhi tax 

avoidance dan diharapkan dapat memberikan tambahan informasi, wawasan, dan 

referensi di lingkungan akademik sebagai salah satu upaya untuk memperkaya literatur 

dan memperdalam bidang yang diteliti.  

2. Manfaat Praktis  

Memberikan informasi kepada pemerintah tentang pengaruh variabel profitabilitas, 

Leverage  dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance. Harapannya, informasi tersebut 

dapat digunakan pemerintah agar dapat memperhatikan hal-hal apa saja yang bisa 

digunakan oleh perusahaan untuk melakukan tax avoidance yang dapat mengurangi 

pendapatan negara dari sektor pajak  dan bagi perusahaan agar dapat meningkatkan 

kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. 
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1.5. Sistematika Penelitian  

Skripsi Ini terdiri dari 5 bagian BAB. Uraiannya adalah sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini akan diuraikan latar belakang masalah yang diambil untuk 

 menyusun penelitian, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian,  serta 

sistematika pembahasan skripsi ini. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan kajian teori yang digunakan dalam skripsi  untuk 

menganalisa data yang penulis dapat dari studi pustaka mengenai  hal-hal yang 

berhubungan dengan penelitian skripsi ini, serta kerangka  penelitian yang 

diajukan dalam penelitian. 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Pada bab ini penulis akan menjelaskan,mengklasifikasikan,  mendeskripsikan, 

dan menganalisis data-data yang diperoleh, terutama  mengenai tax avoidance 

yang menjadi sorotan utama pada penelitian ini. 

BAB IV: HASIL DAN ANALISIS 

Pada bab ini, semua data yang diperoleh akan diolah, kemudian hasil pengolahan 

data akan dipaparkan dengan penjelasan atas hasil pengolahan tersebut. Selain itu 

terdapat juga pembahasan yang akan menjelaskan hasil pengolahan yang diikuti 

penjelasan tambahan yang mendukung hasil tersebut. 
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BAB V: PENUTUP  

Bagian ini merupakan bab terakhir dan penutup dari penulisan skripsi. Dalam bab 

ini akan diungkapkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil  penelitian dan saran untuk 

penelitian selanjutnya 


